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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perekonomian digital dalam
mewujudkan kesejahteraan sosial, dengan mengaitkan pemikiran Ibn Khaldun, terutama
tentang konsep asabiyyah dan pemerataan kesejahteraan. Pendekatan yang digunakan adalah
kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), yang melibatkan kajian literatur dari
karya-karya Ibn Khaldun serta sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan laporan kebijakan
terkait perekonomian digital. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara
kebijakan negara dalam perekonomian digital dan prinsip-prinsip pemikiran Ibn Khaldun. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian
digital agar manfaatnya merata, sesuai dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai solidaritas
sosial dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti keadilan distribusi, peran aktif negara
dalam pembangunan, serta penguatan ikatan sosial menjadi landasan penting dalam
menghadapi tantangan ketimpangan digital di era modern. Ruang lingkup penelitian ini masih
bersifat konseptual dan berbasis studi literatur, sehingga belum mencakup data empiris atau
studi kasus konkret di negara tertentu. Sehingga, untuk menerapkan temuan ini ke dunia nyata
dan dalam era modern perlu dilakukan penelitian tambahan dengan pendekatan empiris.

Kata Kunci: Perekonomian Digital, Kesejahteraan Sosial, Ibn Khaldun, Asabiyyah,
Kebijakan Negara
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PENDAHULUAN

Transformasi digital yang telah
melanda berbagai sektor kehidupan saat
ini, khususnya dalam perekonomian,
menghadirkan tantangan dan peluang
yang signifikan. Perekonomian digital,
yang melibatkan teknologi informasi dan
komunikasi, mulai mendominasi kegiatan
ekonomi global, dari sektor perdagangan
elektronik (e-commerce), keuangan digital
(fintech), hingga penggunaan teknologi
dalam industri manufaktur dan jasa.
Perubahan ini membawa dampak besar
terhadap cara individu, perusahaan, dan
negara berinteraksi serta berproduksi,
namun tidak dapat dipungkiri bahwa
fenomena ini juga memperburuk
ketimpangan sosial dan ekonomi di
banyak negara. Akses terhadap teknologi
digital yang tidak merata, serta
ketergantungan pada teknologi yang
semakin besar, menjadi tantangan besar
bagi banyak negara, terutama di dunia
berkembang (Fuchs, 2024).

Di tengah kemajuan pesat ini,

negara memiliki peran yang sangat
penting dalam mengatur dan
mengarahkan perkembangan

perekonomian digital agar tidak hanya
menguntungkan sebagian kecil kalangan,
tetapi juga  dapat  meningkatkan
kesejahteraan umat secara menyeluruh.
Peran negara dalam menyediakan
kebijakan yang inklusif dan adil, serta
mengatur regulasi yang mendorong
pemerataan akses terhadap teknologi,
menjadi sangat krusial. Negara harus
mampu menciptakan ekosistem yang
memungkinkan perekonomian digital
berkontribusi pada peningkatan kualitas
hidup,  kesejahteraan  sosial, dan
pengurangan  ketimpangan ekonomi
(Kholiq et al., 2022)

Dalam konteks ini, pemikiran Ibn
Khaldun, seorang ahli ekonomi dan
sosiologi Islam yang terkenal dengan

p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

karyanya Muqaddimah, memberikan
wawasan yang sangat relevan. Ibn
Khaldun menyajikan teori tentang
hubungan antara struktur sosial,
ekonomi, dan peran negara dalam

menciptakan kemakmuran. Salah satu
konsep penting yang dikemukakan oleh
Ibn Khaldun adalah asabiyyah (solidaritas
sosial), yang menekankan pentingnya
ikatan  sosial yang kuat untuk
menciptakan  kestabilan sosial dan
ekonomi. Dalam perspektif Ibn Khaldun,
kesejahteraan masyarakat tidak hanya
ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi
juga oleh struktur sosial yang inklusif dan
adil. Oleh karena itu, dalam menghadapi
tantangan perekonomian digital,
pemikiran dari Ibn Khaldun menawarkan
kerangka yang berguna untuk mengelola
dinamika sosial dan ekonomi yang
muncul (Shahidipak, 2020)

Meskipun penelitian mengenai
ekonomi digital telah banyak diteliti
sebelumnya, kajian-kajian tersebut
cenderung didominasi oleh pendekatan
teknologi, regulasi modern, atau dari segi
perspektif ekonomi Barat. Sementara itu,
kajian dari pendekatan ekonomi Islam
klasik, terutama pemikiran Ibn Khaldun,
masih sangat terbatas dalam menjawab
isu-isu ketimpangan dan peran negara di
era digital. Sehingga saat ini masih
terdapat celah penting dalam literatur
akademik yaitu belum adanya integrasi
sistematis antara nilai-nilai keadilan
sosial Ibn Khaldun dengan persoalan-

persoalan kontemporer perekonomian
digital.

Padahal di tengah pesatnya
perkembangan teknologi, banyak

fenomena sosial dan ekonomi yang dapat
dipahami lebih dalam melalui konsep-
konsep yang diajukan oleh Ibn Khaldun.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali
bagaimana prinsip-prinsip yang
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dikemukakan oleh Ibn Khaldun, terutama
terkait dengan peran negara dan keadilan
sosial, dapat diterapkan dalam konteks
perekonomian digital di era modern.
Fokus dari penelitian ini pada
pendekatan baru yang belum banyak
disentuh, yaitu membangun jembatan
pemikiran antara teori sosial-ekonomi
klasik Ibn Khaldun dengan tantangan
kontemporer  perekonomian  digital.
Dengan memanfaatkan fondasi nilai-nilai
keadilan dan peran negara dari pemikiran
[slam klasik, penelitian ini dapat menjadi
kontribusi penting dalam memperkaya
teori ekonomi Islam  kontemporer
sekaligus memberi arah kebijakan publik
yang lebih berkeadilan dan kontekstual.

Fenomena yang mendasari
penelitian ini adalah kenyataan bahwa
perekonomian digital saat ini

berkembang begitu pesat, namun tidak
disertai dengan pemerataan akses dan
manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketimpangan akses terhadap teknologi
digital, baik antarnegara maupun dalam
satu negara, memperburuk kesenjangan
sosial dan ekonomi yang ada. Di sisi lain,
kebijakan negara seringkali belum cukup
mampu menjembatani kesenjangan ini
dan mengatur sektor digital dengan cara
yang adil. Dalam hal ini, pemikiran Ibn
Khaldun tentang pentingnya solidaritas
sosial, peran negara dalam mengatur
ekonomi, serta pemerataan distribusi
kekayaan sangat  relevan  untuk
diterapkan dalam merancang kebijakan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan
umat di tengah era digital.

Penelitian ini akan memberikan
pandangan baru dalam mengatasi
tantangan tersebut melalui pendekatan
ekonomi Islam yang berbasis pada
keadilan dan pemerataan. Sehubungan
dengan itu maka penulis mengambil judul
"Digital dan Peran Negara dalam
Mewujudkan  Kesejahteraan  Refleksi
Pemikiran Ibn Khaldun di Era Modern".
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TINJAUAN PUSTAKA
Jaminan Sosial Perekonomian Digital
dan Dampaknya pada Kesejahteraan
Sosial

Perekonomian digital
memungkinkan terciptanya efisiensi,
akses yang lebih luas ke pasar global, dan
kemudahan dalam transaksi bisnis.
Namun, fenomena ini juga menimbulkan
ketimpangan yang cukup signifikan
antara mereka yang memiliki akses
terhadap teknologi dan mereka yang
tidak. Dalam banyak kasus, individu dan
negara yang tidak mampu mengikuti
perkembangan digital justru tertinggal
dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi
(Omonijo, 2020). Hal ini, pada gilirannya,
memperburuk kesenjangan sosial yang
ada dan memunculkan tantangan bagi
kesejahteraan umat. Ibn Khaldun dalam
Mugaddimah menekankan bahwa
kesejahteraan  sosial tidak  hanya
bergantung pada faktor ekonomi, tetapi
juga pada kualitas solidaritas sosial
(asabiyyah). Asabiyyah berfungsi sebagai
perekat antara individu dan kelompok,
yang memungkinkan terciptanya
keharmonisan sosial dan ekonomi. Dalam
konteks perekonomian digital, solidaritas
sosial menjadi penting dalam memastikan

bahwa semua pihak, baik individu,
kelompok, maupun negara, memiliki
kesempatan yang sama untuk

memperoleh manfaat dari perkembangan
teknologi. Penerapan konsep asabiyyah

dalam perekonomian digital dapat
membantu menciptakan kerangka
kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak
hanya  menguntungkan  pihak-pihak
tertentu, tetapi juga memperhatikan
kesejahteraan seluruh masyarakat
(Abbadi, 2004).

Peran Negara dalam Mengatur

Perekonomian Digital

Ibn Khaldun juga menekankan
pentingnya peran negara dalam menjaga
kestabilan sosial dan ekonomi. Negara,
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menurut Ibn Khaldun, harus bertindak
sebagai pengatur yang adil dan bijaksana
dalam mengelola sumber daya dan
mencegah ketimpangan yang berpotensi
merusak keharmonisan sosial. Dalam
perekonomian digital, peran negara
menjadi sangat vital dalam merancang
kebijakan yang memastikan distribusi
manfaat yang adil dan pemerataan akses
terhadap teknologi. Pada dasarnya,
negara harus dapat menciptakan regulasi
yang tidak hanya mendukung inovasi
dalam sektor digital tetapi juga
memastikan perlindungan terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat
(Rizkiah, 2020)

Negara perlu mengatur kebijakan
yang memastikan bahwa teknologi digital
tidak hanya menguntungkan sektor-
sektor tertentu, tetapi dapat menciptakan
lapangan pekerjaan baru dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat
secara keseluruhan. Negara juga harus
menyediakan infrastruktur digital yang
memadai, terutama bagi wilayah-wilayah
yang tertinggal dalam hal akses teknologi,
agar pemerataan manfaat dari
perekonomian digital dapat tercapai. QS.
An- lea Ayat 58
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Artinya Sungguh, Allah menyuruhmu
menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan
adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang
memberi pengajaran kepadamu. Sungguh,
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ini dapat diinterpretasikan sebagai
peringatan bagi negara dan pihak terkait
dalam perekonomian digital untuk
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memastikan Kkeadilan dalam Kkebijakan
yang diterapkan, sehingga semua pihak
dapat memperoleh manfaat dari sistem

digital yang ada tanpa ada yang
dirugikan(Demirel, 2024) .
Mengatasi Ketimpangan melalui

Kebijakan Digital yang Inklusif

Salah satu tantangan besar yang
dihadapi dalam perekonomian digital
adalah ketimpangan akses. Baik dalam
skala global maupun nasional, terdapat
kesenjangan besar antara negara maju
dan berkembang, serta antara daerah
perkotaan dan pedesaan, dalam hal akses
terhadap teknologi dan layanan digital.
Ketimpangan ini memperburuk
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan
memperlebar jurang kesenjangan antara
kelompok yang lebih mampu dan yang
kurang beruntung. Untuk mengatasi
ketimpangan ini, negara perlu
menjalankan kebijakan digital yang
inklusif. Kebijakan ini harus mencakup
penyediaan akses internet yang lebih luas,
pelatihan keterampilan digital, serta
pengembangan infrastruktur teknologi di
daerah-daerah yang belum terjangkau
(Khan, 2023). Dalam hal ini, penerapan
prinsip asabiyyah yang menekankan
solidaritas sosial dapat menjadi dasar
bagi negara untuk merancang kebijakan
yang tidak hanya menguntungkan
sebagian kelompok masyarakat, tetapi
juga memperhatikan kepentingan
kelompok yang lebih rentan atau
terpinggirkan dalam era digital. Selain itu,
negara juga harus memperhatikan
dampak dari otomatisasi dan digitalisasi
terhadap pasar tenaga kerja. Teknologi
yang berkembang pesat, meskipun
menciptakan peluang baru, juga dapat

menggantikan pekerjaan-pekerjaan
tradisional, yang berpotensi
menyebabkan pengangguran dan

ketidakpastian ekonomi. Oleh sebab itu,
negara perlu mengembangkan kebijakan
yang mendorong penciptaan lapangan
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pekerjaan baru dalam sektor digital, serta
memberikan  jaminan  sosial dan
pendidikan keterampilan yang dapat
memfasilitasi peralihan tenaga kerja dari
sektor konvensional ke sektor berbasis
digital (Sktodowska, 2025).

Refleksi Pemikiran Ibn Khaldun dalam
Era Modern

Pemikiran Ibn Khaldun
menawarkan perspektif yang sangat
relevan dalam menghadapi tantangan
perekonomian digital saat ini. Ibn
Khaldun menekankan pentingnya
keseimbangan antara ekonomi, politik,
dan sosial untuk menciptakan stabilitas
dan kemakmuran. Dalam perekonomian
digital modern, prinsip ini dapat
diadaptasi dengan melihat bagaimana
negara dapat memainkan peran pengatur
yang adil, memperhatikan kepentingan
sosial, dan mencegah ketimpangan yang
bisa merusak solidaritas sosial dalam
masyarakat.

Menurut penelitian = (Rohmabh,
2024) dalam jurnalnya yang berjudul
“Pemikiran Pendidkan Ibnu Khaldun dan
Implementasinya dalam Dunia
Kontemporer”. Hasil Konsep pendidikan
menurut Ibn Khaldun sangat relevan
dengan pendidikan modern, karena ia
menekankan hubungan yang erat antara
pendidikan moral dan intelektual. Artikel
ini juga bertujuan untuk menggali
pemikiran Ibn Khaldun mengenai
pendidikan dari sudut pandang Islam,
khususnya mengenai bagaimana
pendidikan berperan dalam
perkembangan sosial dan peradaban.
Menurut penelitian (Islahi, 2015) dalam
jurnal yang berjudul “Ibn Khaldun’s
Theory of Taxation and Its Relevance
Today”. Hasil yang diperoleh Ibn Khaldun
mengamati bahwa ketika pemerintah
jujur dan bersahabat dengan rakyat,
terutama di awal suatu dinasti,
perpajakan menghasilkan pendapatan
besar dari penilaian pajak yang kecil.
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Sebaliknya, di akhir dinasti, pajak yang
tinggi menghasilkan pendapatan yang
kecil. Pemahaman Ibn Khaldun tentang
dampak perpajakan terhadap insentif dan
produktivitas sangat jelas, yang
menunjukkan bahwa ia telah memahami
konsep perpajakan optimal. Sebagai
contoh, konsep asabiyyah dapat dijadikan
dasar untuk merancang kebijakan yang
mengutamakan kerja sama dan saling
mendukung antara berbagai elemen
masyarakat, termasuk pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini akan
memungkinkan terciptanya ekonomi
digital yang berkelanjutan, di mana semua
lapisan masyarakat dapat merasakan
manfaatnya, tanpa ada yang tertinggal
atau terpinggirkan

METODE

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus untuk menganalisis efektivitas
pembiayaan mikro syariah  dalam
meningkatkan produktivitas UMKM yang
tergabung dalam GAPENSI di Kabupaten
Lombok Tengah. Pendekatan kualitatif
dipilih karena penelitian ini bertujuan
untuk memahami secara mendalam
pengalaman dan perspektif pelaku UMKM
terkait penerimaan pembiayaan mikro
syariah dan dampaknya terhadap
produktivitas usaha mereka.

Penelitian  ini  dilakukan  di
Kabupaten Lombok Tengah, dengan fokus
pada anggota GAPENSI yang telah
menerima pembiayaan mikro syariah dari
Bank NTB Syariah. Informan dipilih
secara purposive, yaitu anggota GAPENSI
yang terlibat langsung dalam penerimaan
pembiayaan. Peneliti juga melibatkan
pengurus GAPENSI, staf Bank NTB
Syariah, serta beberapa pelaku usaha
konstruksi yang belum menerima
pembiayaan mikro syariah  untuk
mendapatkan perspektif yang lebih luas.
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Teknik pengumpulan data yang
digunakan meliputi wawancara semi-
terstruktur, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan tujuan
untuk  menggali  informasi terkait
efektivitas pembiayaan mikro syariah,
kendala yang dihadapi oleh pelaku
UMKM, dan peran GAPENSI dalam
memberikan edukasi terkait pengelolaan
pembiayaan syariah. Observasi dilakukan
untuk memeriksa bagaimana pembiayaan
mikro syariah mempengaruhi aktivitas
usaha dan produktivitas anggota.
Dokumentasi, berupa laporan keuangan
dan data  kegiatan usaha, juga
dikumpulkan untuk mendukung analisis.

Data yang terkumpul dianalisis
menggunakan analisis tematik. Proses
analisis dimulai dengan transkripsi
wawancara yang kemudian
dikelompokkan berdasarkan tema-tema
utama. Peneliti mengidentifikasi pola
yang muncul dalam data untuk
memahami dampak pembiayaan mikro
syariah terhadap produktivitas dan peran
GAPENSI. Validitas data diuji dengan
triangulasi sumber dan teknik, dengan
membandingkan data dari wawancara,
observasi, dan dokumentasi untuk
memastikan Kkredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Biografi Ibn Khaldun

Ibn Khaldun (1332-1406) adalah
seorang pemikir, sejarawan, dan ahli
ekonomi asal Tunisia yang dikenal luas
berkat karyanya yang monumental,
Mugqaddimah (Pengantar Sejarah), yang
merupakan bagian pendahuluan dari
buku sejarah utama beliau, Kitab al-Ibar.
Sebagai salah satu tokoh terkemuka
dalam tradisi intelektual Islam, Ibn
Khaldun memberikan kontribusi besar
dalam bidang sejarah, sosiologi, ekonomi,
dan ilmu sosial. Pemikiran beliau banyak
dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya
yang luas, termasuk sebagai pejabat
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negara, diplomat, dan seorang intelektual
yang terlibat dalam berbagai peristiwa
politik di dunia Islam pada masa itu
(Surtahman, 2023). Ibn Khaldun lahir di
Tunis, Tunisia, pada tahun 1332, dalam
keluarga yang Dberasal dari kelas
terpandang. Beliau menerima pendidikan
tradisional Islam dan memperdalam
berbagai disiplin ilmu, termasuk figh
(hukum Islam), logika, matematika, dan
filsafat. Pada masa mudanya, Ibn Khaldun
bekerja sebagai sekretaris dan pejabat
pemerintahan, serta terlibat dalam
banyak kegiatan politik di dunia Islam,
mulai dari Tunisia hingga Andalusia dan
Mesir. Karya beliau yang paling terkenal,
Mugaddimah, dianggap sebagai salah satu
karya intelektual terbesar dalam sejarah
dunia, yang memberikan dasar bagi
pengembangan berbagai disiplin ilmu
sosial dan humaniora. Dalam
Mugaddimabh, Ibn Khaldun
mengemukakan  teori-teori  penting
mengenai sejarah, ekonomi, dan sosiologi,
termasuk konsep asabiyyah (solidaritas
sosial), yang menggambarkan bagaimana
hubungan sosial mempengaruhi
perkembangan masyarakat dan
peradaban. Pemikiran beliau tentang
ekonomi juga sangat berpengaruh,
terutama dalam hal pemahaman tentang
distribusi kekayaan, peran negara dalam
perekonomian, dan pentingnya
keseimbangan sosial dalam mencapai
kemakmuran. Ibn Khaldun meninggal
pada tahun 1406 di Kairo, Mesir.
Meskipun banyak dari karya-karyanya
sempat terlupakan setelah kematiannya,
pemikiran Ibn Khaldun kemudian diakui
kembali pada abad ke-19 dan 20, dan kini
dihargai sebagai landasan bagi banyak
teori dalam ilmu sosial dan ekonomi
modern. Pemikiran  beliau  terus
memberikan pengaruh yang signifikan,
terutama dalam kajian sejarah, sosiologi,
dan ekonomi Islam (Fromherz, 2018).
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Pentingnya Peran Negara dalam
Regulasi Ekonomi Digital

Temuan pertama yang diperoleh
dari penelitian ini adalah bahwa negara
memiliki peran yang sangat penting
dalam merancang dan
mengimplementasikan kebijakan yang
dapat mengatur perekonomian digital.
Negara harus bertindak sebagai pengatur
yang bijaksana dengan tujuan
memastikan  bahwa  manfaat dari
digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh
segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini
mencakup kebijakan yang
memperhatikan distribusi akses terhadap
teknologi, pelatihan keterampilan digital,
dan pengembangan infrastruktur digital
yang merata (Sudiantini et al., 2023). QS.
Al-Bagarah Ayat 275

s 23k SN ¢ Qw,b NS 586 i
e \,Juwu W ol 5 kN ki
o;\.o U.QJ \)JJJ\ //4;:;} /C:\J\ ﬂUM J.p\’ ‘)‘J‘M J.a

S iji}p L/@,q rlb JU\ gi};.a é\.})\; e :)':3
Artinya : “Orang-orang yang memakan
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan

karena gila. Yang demikian itu karena
mereka berkata bahwa jual beli sama

dengan riba. Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Barangsiapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu
dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan
urusannya (terserah) kepada Allah.
Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu
penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya”.
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Ayat diatas dapat dikaitkan dengan
pentingnya transaksi yang adil dalam
ekonomi digital, di mana praktik ekonomi
yang transparan dan tidak merugikan
orang lain sangat penting. Salah satu
temuan utama dari penelitian ini adalah
bahwa peran negara sangat penting
dalam memastikan perekonomian digital
dapat mendukung kesejahteraan
masyarakat. Ibn Khaldun menekankan
bahwa negara memiliki tanggung jawab
untuk menjaga keadilan sosial dan
ekonomi, dengan mengatur sumber daya
dan menjaga kestabilan sosial. Dalam
konteks ekonomi digital, peran negara
menjadi lebih krusial karena sifat
teknologi yang berkembang pesat dan
dapat memperburuk ketimpangan sosial
dan ekonomi jika tidak diawasi dengan
baik. Negara harus dapat berfungsi
sebagai fasilitator yang tidak hanya
mengatur, tetapi juga menciptakan
kebijakan yang memfasilitasi pemerataan
akses dan manfaat digital (Tsakila et al,
2024). Penerapan prinsip asabiyyah
dalam kebijakan ekonomi digital dapat
memperkuat solidaritas sosial di antara
masyarakat. Dengan menciptakan
kebijakan yang mendorong kerja sama
antara sektor swasta, publik, dan
masyarakat sipil, negara dapat
menciptakan ekosistem yang inklusif. Hal
ini sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun,
yang percaya bahwa keharmonisan sosial

sangat penting untuk menjaga
kesejahteraan dan kestabilan dalam
masyarakat. Dengan membangun

asabiyyah yang kuat dalam perekonomian
digital, ketimpangan yang muncul dari
perbedaan akses terhadap teknologi
dapat diminimalkan(Erliana, 2024).
Prinsip Asabiyyah dalam Ekonomi
Digital

Hasil kedua yang ditemukan
adalah relevansi prinsip asabiyyah dari
Ibn Khaldun dalam mengelola
perekonomian digital. Asabiyyah, yang
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berfokus pada solidaritas sosial dan
kolaborasi antar-individu dalam
masyarakat, dapat menjadi dasar bagi
negara untuk menciptakan kebijakan
yang inklusif. Dalam konteks ekonomi
digital, asabiyyah dapat mengarah pada
penguatan Kkerja sama antar sektor,
termasuk sektor publik, swasta, dan
masyarakat sipil, dalam memastikan
bahwa perkembangan teknologi digital
dapat digunakan untuk memperbaiki
kualitas hidup seluruh masyarakat.
Kebijakan yang berbasis pada solidaritas
sosial ini diharapkan dapat
meminimalkan ketimpangan yang
dihasilkan oleh transformasi digital
(Halim et al., 2012).

Menurut (Pramono et al, 2024)
fenomena ketimpangan digital yang
ditemukan dalam penelitian ini sangat
menggambarkan tantangan besar yang
harus dihadapi oleh negara di era
perekonomian digital. Ketimpangan ini
bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga
sosial dan ekonomi. Negara harus
memastikan bahwa infrastruktur digital
dapat dijangkau oleh semua lapisan
masyarakat, termasuk mereka yang
tinggal di daerah pedesaan atau negara
berkembang. Tanpa pemerataan akses ini,
ada risiko besar bahwa digitalisasi akan
semakin memperburuk kesenjangan
antara kaya dan miskin, serta antara
negara maju dan negara berkembang.
Pentingnya pemerataan akses terhadap

teknologi  digital sejalan  dengan
pemikiran Ibn Khaldun yang menekankan
pentingnya pemerataan distribusi

kekayaan untuk mencapai kesejahteraan
sosial. Dalam konteks perekonomian
digital, pemerataan ini dapat dicapai
melalui kebijakan yang mengutamakan
akses universal terhadap internet,
pendidikan keterampilan digital yang
merata, dan pengembangan infrastruktur
digital di daerah-daerah yang tertinggal.
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Ketimpangan Akses
Kesejahteraan Sosial

Penelitian ini juga menemukan
bahwa ketimpangan akses terhadap
teknologi digital, baik antar negara
maupun dalam satu negara, menjadi
hambatan besar dalam menciptakan
kesejahteraan yang merata. Akses
terhadap internet dan teknologi digital
masih sangat terbatas di banyak daerah,
terutama di negara berkembang dan
wilayah pedesaan. Ketimpangan ini
mengarah pada kesenjangan sosial yang
lebih dalam dan memperburuk
ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu,
negara perlu memastikan pemerataan
akses terhadap teknologi, agar seluruh
lapisan masyarakat dapat memperoleh
manfaat yang sama dari perkembangan

Digital dan

perekonomian digital (Wilson, 2018;
Melina e.,al, 2019).
Dampak perekonomian digital

terhadap pasar kerja adalah fenomena
yang tidak dapat diabaikan. Banyak
pekerjaan tradisional yang digantikan
oleh otomatisasi dan digitalisasi, yang
berpotensi meningkatkan pengangguran
dan ketidaksetaraan sosial. Penelitian ini
menemukan bahwa negara perlu
mengambil langkah-langkah  proaktif
untuk membantu pekerja yang terdampak
oleh perubahan ini dengan menyediakan
pelatihan keterampilan baru yang relevan
dengan kebutuhan pasar kerja digital.
Pendekatan yang dikemukakan oleh Ibn
Khaldun tentang pentingnya negara untuk
menjaga kesejahteraan sosial dan
ekonomi sangat relevan dalam konteks
ini. Negara dapat memanfaatkan
teknologi untuk menciptakan peluang
kerja baru, sambil memastikan bahwa
pekerja yang terdampak oleh digitalisasi
diberikan akses ke pelatihan dan
dukungan sosial yang memadai (Djeflat,
2020; Arif & Alfani, 2024). Hal ini akan
memungkinkan transisi yang lebih mulus
bagi tenaga kerja yang terpengaruh oleh

SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 1, Juni 2025

302



perubahan yang disebabkan oleh
perekonomian digital.
Dampak Perekonomian
terhadap Pasar Kerja

Transformasi digital
mempengaruhi pasar kerja secara
signifikan, dengan banyak pekerjaan
tradisional yang  digantikan  oleh
otomatisasi dan teknologi. Temuan ini
mengonfirmasi bahwa negara perlu
mengimplementasikan kebijakan yang
mendukung pekerja untuk beradaptasi
dengan perubahan ini, seperti dengan
menyediakan pelatihan keterampilan
digital dan memberikan jaminan sosial
bagi pekerja yang terdampak oleh
otomatisasi. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa ketimpangan sosial
akibat perubahan di pasar kerja dapat
dikelola dengan baik dan tidak merugikan
kelompok-kelompok yang lebih rentan
(Ramahdani, 2024).

Digital

SIMPULAN
Berdasarkan hasil
telah dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa perekonomian digital
menawarkan potensi besar bagi kemajuan
ekonomi, namun juga membawa
tantangan yang perlu dihadapi secara
hati-hati. Dalam mengelola perekonomian
digital, negara memainkan peran kunci
untuk memastikan distribusi manfaat
yang adil, mengatasi ketimpangan akses
terhadap  teknologi, dan menjaga
kesejahteraan sosial. Pemikiran Ibn
Khaldun, khususnya mengenai peran
negara dan konsep asabiyyah,
memberikan perspektif yang relevan
dalam menciptakan kebijakan ekonomi
yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini,
negara dapat membangun perekonomian
digital yang menguntungkan semua
orang. Ke depan, penelitian lebih lanjut
dapat diarahkan pada penelitian empiris
yang menelusuri bagaimana prinsip-

analisis yang
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prinsip Ibn Khaldun diterapkan pada
kebijakan digital di berbagai negara, serta
sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan
solidaritas  sosial dapat menekan
ketimpangan dalam penyebaran dan
akses teknologi di era digital.
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